






































 
PROPEMPERDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 

NO JENIS TENTANG MATERI POKOK 

STATUS 

PELAKSANA 

UNIT KERJA/ 

INSTANSI 
TERKAIT 

KET 
BARU 

UBAH/ 

CABUT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PERDA Badan Usaha Milik 

Desa 

1. Ketentuan Umum 

2. Pendirian Bum Desa 

3. Pengurusan dan 

Pengelolaan Bum 
Desa 

4. Pembinaan dan 

Pengawasan 
5. Pembiayaaan 

6. Ketentuan Peralihan 

7. Ketentuan Penutup 
 

Baru  1. Undang–Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang 

Desa 

2. Permendagri Nomor 1 
Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Aset Desa 

 Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Desa, 
Perempuan, dan 

Perlindungan 

Anak 

 Bag. Hukum 
Setda 

INISIATIF 

DPRD 

2. PERDA Pemberian Insentif 

dan pemberian 

Kemudahan 
investasi di daerah 

1. Ketentuan Umum 

2. Asas, tujuan dan 

sasaran 
3. Kewenanagan 

penanaman modal 

4. Kebijakan 
penanaman modal 

daerah 

5. Peran serta 
masyarakat 

6. Insentif dan 

kemudahan 
penanaman modal 

7. Sanksi administrasi 

8. Ketentuan penutup 

 

Baru  1. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah 

diubah beberapa kali 

terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang 

penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja 

2. PP nomor 24 Tahun 

2019 

 Dinas 

Penanaman 

Modal PTSP 

 Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

 Dinas Koperasi, 

UKM, Tenaga 

kerja dan 
Transmigrasi 

 Dinas 

Biciptapera 

 Dinas Kesehatan 

 Dinas Tanaman 
Pangan, 

Hortikultura, 

Perkebunan dan 
ketahanan 

 INISIATIF 

DPRD 

 TURUNAN 
UU 

CIPTAKERJA 



pangan 

 Bag. Hukum 
Setda 

 Bag. Ekonomi 

Setda 

 Bag. Kerjasama 
Setda 

3. PERDA Perubahan atas 
Perda No 2 Tahun 
2014 tentang 
PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN 

TERHADAP 
PENYALAHGUNAAN 
DAN PEREDARAN 
NARKOTIKA DAN 
PSIKOTROPIKA 

1. Ketentuan Umum 

2. Asas Dan Tujuan 
3. Ruang Lingkup 

4. Tugas Dan 

Wewenang Pemda 
5. Antisipasi Dini 

6. Pencegahan 

7. Penanggulangan 

8. Peran Serta 
Masyarakat 

9. Pembinaan Dan 

Pengawasan 
10. Upaya Khusus 

11. Forum Koordinasi 

12. Penghargaan 
13. Pembiayaan 

14. Sanksi Administratif 

15. Ketentuan Penutup 
 

 Ubah   INISIATIF 

DPRD 

4. PERDA Perubahan atas 

Perda No. 7 Tahun 

2016 tentang 
Pengelolaan 

Sampah 

1. Ketentuan Umum 

2. Asas, Tujuan dan 

Ruang lingkup 
3. Tugas dan wewenang 

4. Hak dan kewajiban 

5. Pengelolaan Sampah 
6. Perizinan 

7. Lembaga Pengelola 

8. Pembiayaan dan 
Kompensasi 

9. Insentif dan 

 Ubah   Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 Bag. Hukum 
Setda 

INISIATIF 

DPRD 

 



Disinsentif 
10. Kerjasama dan 

kemitraan 

11. Retribusi pelayanan 

persampahan 
12. Peran masyarakat 

13. Pembinaan dan 

pengawasan 
14. Larangan dan sanksi 

administratif 

15. Ketentuan 
penyidikan 

16. Ketentuan pidana 

17. Ketentuan penutup 

5. PERDA Perubahan atas 
Perda No. 5 Tahun 

2012 tentang 

Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

Kabupaten  

  Ubah   Dinas 
Binamarga, 

Cipta karya, 

Tata Ruang, 
Pertanahan 

dan 

Perumahan 

Rakyat  

 Bappelitbangda 

 Bag. Hukum 

Setda 

PRAKARSA 
PEMDA 

6. PERDA Perubahan atas 
Perda No. 28 

Tahun 2007 

tentang 
pengelolaan Irigasi 

di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

1. Ketentuan Umum 
2. Pengembangan dan 

pengelolaan sistem 

irigasi 
3. Kelembagaan 

pengelola irigasi 

4. Wewenang dan 
tanggungjawab 

5. Partisipasi 

masyarakat petani 

6. Pemberdayaan  
7. Pengelolaan air 

irigasi 

 Ubah   Dinas 
Perhubungan 

 Bapelitbangda 

 Bagian Hukum 

Setda 

PRAKARSA 
PEMDA 

 



                                                                                                                                                          

8. Pengembangan 
jaringan irigasi 

9. Pengelolaan aset 

irigasi 

10. Pembiayaan 
11. Alih fungsi lahan 

beririgasi 

12. Koordinasi 
pengelolaan sistem 

irigasi 

13. Pengawasan 
14. Ketentuan penyidik 

15. Ketentuan pidana 

16. Ketentuan peralihan 
17. Ketentuan penutup 

7. PERDA Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan 

APBD 2023 

1. Ketentuan Umum 

2. Realisasi Laporan  

Anggaran 
3. Laporan Realisasi  

Anggaran/LRA 

4. Neraca 
5. Laporan Operasional 

6. LaporanArus Kas 

7. Laporan Perubahan 
SAL 

8. Laporan Perubahan 

Ekuitas 

9. Ketentuan Penutup 

Baru    PRAKARSA 

PEMDA 

 

8. PERDA APBD Perubahan 

TA 2024 

 Baru    BKAD 

 Bag. Hukum 

Setda 

PRAKARSA 

PEMDA 

 

9. PERDA APBD TAHUN 2025  Baru    BKAD 

 Bag. Hukum 
Setda 

PRAKARSA 
PEMDA 

 


